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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, penulis dapat mengetahui 

dan memahami mengenai: 

1. Peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik 

pelayanan kefarmasian di PBF  

2. Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku profesional, serta wawasan 

dan pengalaman nyata melakukan praktik profesi dan pekerjaan 

kefarmasian di PBF 

3. Strategi dan pengembangan praktik profesi Apoteker di PBF 

4. Gambaran nyata tentang permasalahan praktik dan pekerjaan 

kefarmasian di PBF 

5. Komunikasi dan interaksi dalam lingkup PBF 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan kegiatan PKPA di PBF, terdapat saran-saran antara 

lain: 

a. Perlu selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang- undangan 

yang terkait dengan PBF.  

b. Perlu dilakukan pelatihan rutin penerapan CDOB terutama untuk bagian 

yang terkait dengan distribusi obat. 

c. Pengelompokan obat di gudang sudah sesuai (dipisahkan obat dan non 

obat, juga bentuk sediaannya) namun akan lebih mudah untuk mencari 

jika ditata sesuai alfabetis dan di urutkan dosisnya. 

d. Penyimpanan arsip sebaiknya di tata dan di simpan sebagaimana 

mestinya, agar memudahkan pencarian jika membutuhkan data tersebut. 
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